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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan penegakan kode etik advokat
dalam mendampingi klien dapat kita lihat dalam Pasal 9 Kode Etik Advokat
Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi
Kode Etik Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini
dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Penegakan kode etik telah dilakukan oleh
Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta dalam kasus Dr.
Todung Mulya Lubis S.H., LL.M. PERADI DKI Jakarta memberhentikan secara
tetap Dr. Todung Mulya Lubis S.H., LL.M., sebagai advokat. la dinilai
melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan
lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan
penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 memuat pengaturan
mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar
kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan Kkeras,
pemberhentian sementara waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan
pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan

oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat
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pengulangan pelanggarannya. Advokat yang menyimpang atau melakukan
pelanggaran kode etik dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan

Kehormatan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan
dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum ini ingin memberikan saran yang
dapat bermanfaat bagi penegakan kode etik advokat, yaitu: meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman seorang advokat mengenai substansi kode etik
profesi advokat baik yang bersifat nasional dan internasional. Sehingga mereka
tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional.
Terhadap pelanggaran kode etik advokat agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian sanksi yang
diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik advokat harus di pertegas

karena masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.
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